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SALINAN

WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR 66 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam
Pasal 101 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor
1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Kota Lubuklinggau, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 14);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5.Peraturan ...



Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan
Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan
Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);

Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun
2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota
Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau
Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS
POKOK DAN FUNGSI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KOTA LUBUKLINGGAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kota Lubuklinggau.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota
Lubuklinggau.

Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota
Lubuklinggau.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Lubuklinggau yaitu Perangkat
Daerah yang melaksanakan tugas Walikota dalam
memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan
ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah.

Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Lubuklinggau.

7. Polisi ...



7. Polisi Pamong Praja adalah Aparatur Pemerintah Daerah
yang melaksanakan tugas Walikota dalam memelihara
dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban
umum, menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah.

8. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan.

9. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok pegawai
negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara
penuh oleh pejabat yang berwenang  untuk
melaksanakan tugas yang sesuai dengan profesinya
dalam rangka mendukung tugas Pemerintahan Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian
perangkat daerah dibidang penegakan Peraturan
Daerah, Peraturan Walikota, ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat.

(2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang
Kepala Satuan yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris
Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok
menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan
ketertiban  umum, ketentraman = masyarakat dan
perlindungan masyarakat serta melaksanakan tugas
pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau
Pemerintah Provinsi.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, Satuan Polisi Pamong Praja
mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota,
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat serta perlindungan masyarakat;

b. pelaksanaan...



pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah
dan Peraturan Walikota;

pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat di daerah;

pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bahaya
kebakaran;

pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota
dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai
Negeri Sipil dan/atau Aparatur lainnya;

pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan
hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah
dan Peraturan Walikota;

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
dan

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB 1II
WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Polisi Pamong Praja berwenang :

a.

menertibkan dan menindak warga masyarakat atau
badan hukum yang menganggu ketentraman dan
ketertiban umum;

melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat
atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan
Keputusan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan
Daerah; dan

melakukan tindakan represif non yustisial terhadap
warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan
pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib :

a.

menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak
asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang
hidup dan berkembang di masyarakat;

membantu menyelesaikan perselisihan warga
masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan
ketertiban umum;

melaporkan kepada Polisi Negara atas ditemukannya
atau patut diduga adanya tindak pidana; dan

d. menyerahkan...



d. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) atas ditemukannya atau patut diduga adanya
pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.

BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 7

(1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri
dari :
a. Kepala Satuan;
b. Sekretariat, membawahkan :
1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Penegakan Perundang-undangan,
membawahkan:
1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
dan

2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

d.Bidang Ketertiban Umum dan  Ketentraman
Masyarakat, membawahkan:

1. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
2. Seksi Kerjasama.
e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
f. Bidang Pemadam Bahaya Kebakaran, membawahkan:

1. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Pemadam
Bahaya Kebakaran; dan

2. Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Pemadam
Bahaya Kebakaran.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V
URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala Satuan

Pasal 8
Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf
a mempunyai tugas pokok memelihara dan

menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum,
menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah serta melaksanakan tugas pembantuan yang
diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

Bagian...
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Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan
penyusunan dan pelaksanaan program serta melaksanakan
urusan kesekretariatan untuk menunjang tugas pokok
seluruh organisasi di lingkungan Satuan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan;

b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran,
administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;

c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan,
keprotokolan dan hubungan masyarakat;

d. penyelenggaraan  ketatalaksanaan, kearsipan dan
perpustakaan;

e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Satuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 11

Sekretariat, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. merencanakan langkah-langkah operasional sekretariat
berdasarkan rencana kerja satuan dan hasil evaluasi
tahun sebelumnya untuk digunakan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas, memberikan petunjuk dan memeriksa
hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas
pelaksanaan tugas;

c. pendistribusian beban tugas sekretariat kepada sub
bagian yang dibawahnya sesuai tugas pokok dan fungsi;

d. penyelenggaraan fungsi urusan rumah tangga satuan
dan pelayanan administrasi terhadap unit-unit kerja di
lingkungan satuan;

e.pelaksanaan ...



e. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan
pengawasan di bidang kepegawaian, keuangan dan
program serta pelaporan agar terwujud pencapaian
kinerja sesuai target;

f. melakukan koordinasi tugas dengan instansi terkait agar
terjalin kerjasama yang baik;

g. menyampaikan laporan bulanan dan tahunan sekretariat
serta laporan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan
kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan
sebagai bahan masukan atasan;

h. menyusun rekapitulasi program dan pelaporan; dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh atasan langsung.

Pasal 12

(1) Sub Bagian Program dan Pelaporan, mempunyai tugas
sebagai berikut:

a. melakukan koordinasi dalam rangka menyusun
program kerja dan pelaporan kepada instansi terkait;

b. menyusun rencana program kerja dan kegiatan
berdasarkan hasil identifikasi dan analisis kebutuhan
satuan, masukan dari bidang-bidang lainnya dan
sekretariat serta hasil evaluasi tahun sebelumnya
berdasarkan sumber data lainnya yang dapat
dijadikan acuan;

c. mengkoordinasikan penyusunan program kegiatan
satuan dengan sekretaris dan kepala bidang lainnya
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

d. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data
untuk keperluan penyusunan program dan pelaporan;

e. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan
pelaksanaan program kerja bulanan dan tahunan;
dan

f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan atasan langsung.

(2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas sebagai
berikut:

a. penyusunan rencana sub bagian keuangan dengan
berpedoman  kepada  ketentuan-ketentuan dan
peraturan yang berlaku serta sumber data yang ada
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf
agar melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan
yang telah ditetapkan sehingga tercapai efektifitas
pelaksanaan tugas;

c.memverifikasi ...



memverifikasi anggaran pengeluaran satuan sesuai
dengan data keuangan yang ada agar terwujud
pelaksanaan pengelolaan keuangan yang efektif,
efisien dan akuntabel,

meneliti dan memeriksa Surat Pertanggung Jawaban
(SPJ), sesuai dengan buku pengendalian Surat
Pertanggung Jawaban;

melakukaan pembinaan, pemberian motivasi, dan
pengawasan melekat terhadap staf yang dibawahinya
serta melakukan penilaian prestasi kerja staf
berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan
pengembangan karir;

membuat laporan keuangan, laporan bulanan dan
tahunan Sub Bagian Keuangan serta pelaksanaan
tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang
telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan
masukan oleh atasan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan atasan.

(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas
sebagai berikut:

a.

menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sebagai bahan untuk melaksanakan
kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;

melaksanakan pengadministrasian naskah dinas yang
masuk dan keluar agar terarah, terpadu dan
terkendali;

merencanakan dan melaksanakan pengelolaan sarana
dan  prasarana  perlengkapan  kantor untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf,
agar melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkan sehingga tercapai efektifitas
pelaksanaan tugas;

menyiapkan dan menyelenggarakan administrasi
kepegawaian antara lain membuat buku administrasi
kepegawaian, menyiapkan daftar urut kepangkatan,
pengusulan kartu pegawai, kartu istri/kartu suami,
asuransi kesehatan, tabungan pensiun dan
menyusun absensi pegawai agar tersedia data
kepegawaian yang valid;

menyusun dan/atau mengoreksi bahan usul kenaikan
pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun pegawai
negeri sipil sesuai periode yang ditetapkan agar tepat
waktu;

g.melakukan ...



g. melakukan pembinaan, pemberian motivasi, dan
pengawasan melekat terhadap staf yang dibawahinya
serta melakukan penilaian prestasi kerja staf
berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan
pengembangan karir;

h. melakukan konsultasi dan koordinasi pelaksanaan
kegiatan dengan unit/instansi terkait untuk
mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;

i. membuat laporan bulanan dan tahunan sub bagian
umum dan kepegawaian berdasarkan kegiatan yang
telah dilakukan sesuai dengan sumber data yang ada
sebagai bahan masukan atasan; dan

j- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

Pasal 13

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah
mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan kegiatan
pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap
penegakan Peraturan Perundang-Undangan daerah dalam
wilayah Pemerintah Kota Lubuklinggau dengan berpedoman
kepada Undang-Undang dan peraturan yang berlaku serta
evaluasi pelaksanaan tugas tahun sebelumnya agar
terwujudnya efektivitas pelaksanaan tugas.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13, bidang penegakan Perundang-Undangan
daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang
penegakan peraturan Perundang-Undangan daerah;

b. penyusunan kebijakan, norma, standar dan pedoman
pembinaan/penyuluhan hukum, penyelidikan dan
penyidikan serta koordinasi tugas penanganan perkara
tindak pidana ringan pelanggaran Peraturan Daerah,
Peraturan Walikota dan Peraturan Perundang-undangan
Daerah lainnya;

c. penyelenggaraan pembinaan dan penyampaian produk
hukum daerah kepada masyarakat, pelaku usaha, badan
hukum dan aparatur dalam rangka penegakan
Peraturan Perundang-Undangan Daerah;

d. penyelenggaraan  kegiatan operasional penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta produk
hukum daerah lainnya;

e.pelaksanaan ...



e. pelaksanaan operasional, penegakan Peraturan Daerah,
Peraturan Walikota dan tindakan represif non yustisial
terhadap pelaku pelanggaran Perundang-Undangan
daerah;

f. pelaksanaan operasi yustisial dengan melibatkan
Institusi terkait dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam
rangka penyelenggaraan tugas penegakan Peraturan
Perundang-Undangan daerah;

g. pelaporan pelaksanaan tugas;

h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan
tugas; dan

i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Satuan.

Pasal 15
Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

mempunyai tugas sebagai berikut :

a.

merencanakan langkah-langkah kegiatan program kerja
dan kegiatan serta anggaran tahunan bidang penegakan
Peraturan Daerah;

merumuskan kebijakan teknis, penyusunan norma,
standar dan pedoman di bidang penegakan Peraturan
Daerah;

. mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada para kepala

seksi yang dibawahinya;

melaksanakan pembinaan, pemberian motivasi dan
pengawasan melekat terhadap kepala seksi dan staf yang
dibawahinya dalam rangka peningkatan produktivitas
kerja serta pengembangan karir;

. menyelenggarakan kegiatan operasional dalam rangka

penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;

menyelenggarakan pelayanan, penyelesaian laporan atau
pengaduan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan
Walikota serta sengketa masyarakat;

melaksanakan persiapan personil teknis, administrasi
penyidikan, perlengkapan akomodasi pendukung
kegiatan operasi penegakan peraturan daerah;

melaksanakan operasi penegakan Peraturan Daerah
bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan institusi
hukum lainya melalui penindakan (pemanggilan/
pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak pidana
ringan) terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan
Peraturan Walikota;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Bidang
dan Instansi terkait agar terjalin kerjasama yang baik;

menyampaikan laporan hasil pemeriksaan serta
melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional
Penegakan Peraturan Daerah; dan

k.melaksanakan ...
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k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh Kepala Satuan.

Pasal 16

(1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan,
mempunyai tugas sebagai berikut :

a.

menyusun  langkah-langkah  seksi  pembinaan,
pengawasan dan penyuluhan berdasarkan langkah-
langkah operasional bidang agar terwujudnya
kelancaran dan ketepatan dalam pelaksanaan tugas;

membagi tugas dan petunjuk kerja kepada bawahan
agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;

menyiapkan bahan, pedoman, dan petunjuk guna

terlaksananya pembinaan, pengawasan dan
penyuluhan;

melakukan kegiatan pembinaan, pengawasan dan
penyuluhan dalam rangka pemeliharaan
ketenteraman dan ketertiban dan penegakan
Peraturan Perundang-Undangan Daerah kepada

masyarakat, pelaku wusaha, badan hukum dan
aparatur;

melakukan koordinasi dan konsultasi kepada
bidang/seksi dan instansi terkait dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
Kepala Bidang penegakan Peraturan Perundang-
Undangan Daerah;

menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan
tugas seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan
kepada kepala bidang sebagai bahan masukan
pelaksanaan tugas; dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai bidang
tugasnya.

(2) Seksi penyelidikan dan penyidikan, mempunyai tugas
sebagai berikut :

a.

menyusun  kegiatan  Seksi  Penyelidikan dan
Penyidikan berdasarkan langkah-langkah yang ada
agar terwujudnya ketepatan dan kelancaran dalam
pelaksanaan tugas;

mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan
oleh Kepala Bidang penegakan Peraturan Perundang-
undangan Daerah;

. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan

penyelidikan dan penyidikan terhadap Pelanggaran
Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;

d.menerima ...
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d. menerima laporan dan atau pengaduan atas
pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan
Walikota dari Kepala Bidang lainnya ataupun dari
masyarakat serta instansi lain;

e. menyiapkan dan membuat surat teguran, pernyataan,
panggilan dan menyelesaikan laporan kejadian
pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan
Walikota;

f. melaksanakan persiapan, pelaksanaan kegiatan
operasi dan penindakan (pemanggilan, pemeriksaan
dan penyelesaian) terhadap pelanggaran Peraturan
Daerah dan Peraturan Walikota;

g. melaksanakan operasi yustisi dan non yustisi
penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
bekerjasama dengan instansi terkait dan penegak
hukum lainnya;

h. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
aparat penegak hukum, Pengadilan Negeri, Kejaksaan
Negeri dan Kepolisian, Lapas serta Instansi terkait
dalam kelancaran pelaksanaan tugas peradilan yustisi
(tindak pidana cepat);

i. memberikan penilaian terhadap prestasi kerja staf
berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai
bahan pengembangan karir;

j. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi
penyelidikan dan penyidikan; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan
bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pasal 17

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan kegiatan
operasional bidang ketentraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat. Masyarakat dalam wilayah
Pemerintah Kota Lubuklinggau dengan berpedoman pada
Undang-Undang dan peraturan yang berlaku serta evaluasi
pelaksanaan tugas tahun sebelumnya agar terwujudnya
efektivitas dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan langkah-
langkah pelaksanaan operasional ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat;

b.pelaksanaan ...
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b. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan
penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dan wusaha
informal lainnya;

c. pelaksanaan tugas pengawalan terhadap para pejabat
atau orang-orang penting dan pengamanan unjuk rasa
dan kerusuhan masa;

d. pengawasan, penjagaan, dan pengamanan tempat-
tempat penting meliputi rumah dinas Walikota, Wakil
Walikota, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD, sekitar
ruang kerja Walikota dan Wakil Walikota, lokasi
kunjungan kerja, tempat kedatangan dan tujuan tamu
atau delegasi VIP, gedung kantor dan aset-aset penting
lainnya;

e. pengamanan terhadap pelaksanaan upacara dan acara-
acara penting lain yang dilaksanakan baik bersifat lokal,
nasional maupun internasional,

f. penyusunan jadwal pelaksanaan patroli dan pengawalan;

g. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap piket,
kantor, pos-pos Satuan Polisi Pamong Praja;

h. pelaksanaan koordinasi dengan bidang lainnya dan
Instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan tugas
dan pemantapan fungsi dibidang ketentraman umum
dan ketertiban masyarakat;

i. pelaporan pelaksanaan tugas bidang ketentraman umum
dan ketertiban masyarakat; dan

j- pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh Kepala Satuan.

Pasal 19

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyusun dan merumuskan langkah-langkah kegiatan
dan anggaran tahunan di bidang ketentraman umum
dan ketertiban masyarakat agar terwujud efektivitas
pelaksanaan tugas;

b. merumuskan kebijakan teknis dan penerapan pola
tindakan sesuai dengan prosedur pada penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban umum, tugas pengawalan,
penjagaan dan patroli wilayah di wilayah Kota
Lubuklinggau;

c. mendistribusikan tugas bidang ketentraman umum dan
ketentraman masyarakat serta memberikan petunjuk
pelaksanaan kegiatan kepada para Kepala Seksi yang
dibawahinya;

d. membina, memotivasi dan melaksanakan pengawasan
melekat terhadap Kepala Seksi yang dibawahnya dalam
rangka meningkatkan disipin dan produktivitas kerja
aparatur pada bidangnya;

e.melaksanakan ...
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. melaksanakan tugas pembinaan dan pemeliharaan
ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat di wilayah Kota Lubukinggau;

menyelenggarakan kegiatan penjagaan dan pengamanan
fasilitas-fasilitas tertentu penanganan unjuk rasa, dan
kerusuhan masa di wilayah Pemerintah  Kota
Lubuklinggau;

. melaksanakan tugas pengawalan pejabat/orang-orang
penting, penjagaan dan pengamanan tempat-tempat
tertentu tamu VVIP/ VIP;

. mengatur tugas dibidang operasional ketertiban, patroli
dan pengawalan;

melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerjasama
dengan institusi wunit kerja terkait dalam rangka
pelaksanaan tugas;

melaksanakan evaluasi dan menyampaikan laporan atas
kegiatan operasional ketertiban umum;

. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
Kepala Satuan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh Kepala Satuan.

Pasal 20

(1) Seksi Operasi dan Pengendalian, mempunyai tugas

sebagai berikut :

a. menyusun langkah-langkah dan prosedur kerja
kegiatan seksi operasi dan pengendalian;

b. mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan
oleh kepala Dbidang ketentraman umum dan
ketentraman masyarakat;

c. melaksanakan operasional ketentraman dan
ketertiban umum serta mengatur, membina, dan
mengarahkan petugas operasional penertiban;

d. melakukan persiapan, pelaksanaan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan operasional ketertiban umum;

e. melaksanakan kegiatan pengamanan pengamanan
Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, pejabat lainnya
serta pengamanan terhadap fasilitas aset milik
pemerintah daerah dan pengamanan unjuk rasa dan
kerusuhan masa;

f. mengadakan koordinasi dengan bidang lainnya,
instansi terkait serta aparat keamanan/hukum dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

g. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan
sekaligus dengan hasil evaluasinya serta
melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan kegiatan operasional ketertiban,;

h.memberikan ....
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h. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
kepala bidang pengendalian operasional ketertiban;
dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai bidang
tugasnya.

(2) Seksi kerjasama, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyusun konsep kebijakan, penerapan norma,
standar dan pedoman kegiatan seksi kerjasama
dengan  berpedoman  kepada = Undang-Undang,
Peraturan-Peraturan Pemerintah dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas;

b. mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan
oleh kepala bidang ketentraman umum dan ketertiban
masyakat;

c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan
instansi terkait dibidang ketentraman umum dan
ketertiban masyarakat dengan berpedoman kepada
Undang-Undang, Peraturan-Peraturan Pemerintah
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan kerjasama dengan institusi hukum dan
aparat keamanan dalam rangka pemeliharaan dan
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat melalui penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah lainnya;

e. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
kepala bidang ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat;

f. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan
tugas seksi kerjasama untuk dijadikan bahan
masukan bagi pimpinan; dan

g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan
bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 21

Bidang perlindungan masyarakat mempunyai tugas pokok
menyusun rencana kerja dan langkah-langkah kegiatan
bidang perlindungan masyarakat dalam rangka
perlindungan masyarakat dan pembinaan  potensi
masyarakat agar terwujudnya efektivitas pelaksanaan
tugas.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21, bidang perlindungan masyarakat mempunyai
fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan
pembinaan/bimbingan, pengendalian serta
penanggulangan dan perlindungan masyarakat;

b.penyusunan...
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penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan
ketertiban lingkungan;

. pemberian surat peringatan pemberhentian kegiatan

yang melanggar ketertiban sosial dan lingkungan
masyarakat;

penyelenggaraan kegiatan bersifat Persuasif, Preventif,
Represif, dan Rehabilitasi terhadap gangguan ketertiban
umum dilingkungan masyarakat;

. pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan tertib sosial

dan lingkungan masyarakat;

pelaksanaan penjagaan, pengamanan dan ketertiban
lingkungan masyarakat;

pelaksanaan penanggulangan, pengamanan, rehabilitasi
dan relokasi korban bencana;

penyusunan program peningkatan dan pelatihan
kemampuan satlinmas;

pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait dalam
rangka penyelenggaraan tugas dan pemantapan fungsi
dibidang perlindungan masyarakat;

pembinaan terhadap masyarakat terhadap keamanan
dan gangguan ketertiban lingkungan; dan

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Pasal 23

Bidang perlindungan masyarakat mempunyai tugas sebagai
berikut:

a.

b.

merumuskan kebijakan teknis dibidang perlindungan
masyarakat;

mendistribusikan beban tugas bidang perlindungan
masyarakat, dan memberikan petunjuk pelaksanaan
kegiatan kepada Kepala Seksi yang dibawahinya;

melaksanakan koordinasi dalam rangka kegiatan fungsi
satlinmas dan tertib lingkungan masyarakat serta
penanggulangan bencana,;

menyusun rencana kerja fasilitasi dan program
peningkatan dan pelatihan satuan perlindungan
masyarakat;

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
pengamanan dan pencegahan gangguan ketertiban
lingkungan serta even-even tertentu seperti Pemilihan
Umum, Pemilihan Umum Legislatif, dan Pemilihan
Umum Kepala Daerah;

melaksanakan pembinaan, memotivasi dan pengawasan
melekat terhadap para kepala seksi yang dibawahinya
dalam rangka peningkatan produktivitas kerja serta
pengembangan karir;

g.melaksanakan ...
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(1)

(2)

melaksanakan  kegiatan  penyuluhan, bimbingan,
pengawasan dan pembinaan kepada masyarakat
terhadap potensi gangguan keamanan lingkungan
masyarakat dan bencana alam;

melaksanakan penanggulangan dan relokasi korban
bencana alam dengan berkoordinasi kepada instansi
terkait dalam pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi
terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
kepala satuan;

melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas
bidang perlindungan masyarakat; dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh kepala satuan.

Pasal 24

Seksi perlindungan masyarakat, mempunyai tugas
sebagai berikut :

a. menyusun konsep kebijakan, penerapan norma,
standar dan pedoman kegiatan seksi satuan
perlindungan masyarakat dengan berpedoman

kepada Undang-Undang, Peraturan-Peraturan
Pemerintah dalam rangka kelancaran pelaksanaan
tugas;

b. merumuskan langkah-langkah kegiatan seksi
satuan perlindungan masyarakat;

c. melaksanakan koordinasi dalam rangka
penyelenggaraan kegiatan perlindungan masyarakat
ke kecamatan dan kelurahan dalam wilayah Kota
Lubuklinggau;

d. melaksanakan fasilitasi dan kesiapan kegiatan
pengamanan  dilingkungan  masyarakat Kota
Lubuklinggau;

e. melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pada
pos siskamling dilingkungan kecamatan dan
kelurahan Kota Lubuklinggau,;

f. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
kepala bidang perlindungan masyarakat;

g. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan
tugas seksi satuan perlindungan masyarakat; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai
dengan bidang tugasnya.

Seksi Bina Potensi Masyarakat, mempunyai tugas
sebagai berikut:

a.menyusun...
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a. menyusun konsep kebijakan, penerapan norma,
standar dan pedoman serta langkah-langkah
kegiatan seksi bina potensi masyarakat dengan
berpedoman kepada Undang-Undang, Peraturan-
Peraturan Pemerintah dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;

b. mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang
diberikan oleh Kepala Bidang perlindungan
masyarakat;

c. melaksanakan tugas fasilitasi dalam rangka
pembinaan, pelatihan dan pelaksanaan tugas
satlinmas serta penanggulangan bencana;

d. melaksanakan pengawasan secara berkala terhadap
keamanan, ketertiban lingkungan serta potensi
gangguan bencana;

e. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada
masyarakat dalam rangka pengendalian keamanan
lingkungan;

f. melakukaan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;

g. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
kepala bidang potensi masyarakat;

h. memberikan penilaian terhadap prestasi kerja staf
berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai
bahan pertimbangan karir;

i. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan
tugas seksi bina potensi masyarakat; dan

j- melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai
dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Pemadam Bahaya Kebakaran

Pasal 25

Bidang Pemadam Bahaya Kebakaran mempunyai tugas
pokok menyusun rencana kerja dan langkah-langkah
kegiatan bidang pemadam bahaya kebakaran dalam rangka
pembinaan, pencegahan, dan penanggulangan bahaya
kebakaran agar terwujudnya efektivitas pelaksanaan tugas.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25, Bidang Pemadam Bahaya Kebakaran mempunyai
fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan langkah-
langkah pelaksanaan operasional pemadam bahaya
kebakaran;

b.pelaksanaan...
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pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terhadap
bahaya kebakaran;

pelaksanaan pembinaan, dan pengawasan kepada
masyarakat dan pelaku usaha dalam penggunaan alat
pemadam bahaya kebakaran;

pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan terhadap
kendaraan operasional pemadam bahaya kebakaran yang
ada sehingga selalu dalam kondisi siap pakai;

pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan fasilitas
penunjang operasional pemadam bahaya kebakaran;

pelaksanaan sosialisasi terhadap pencegahan dan
penanggulangan bahaya kebakaran;

pelaksanaan koordinasi dengan bidang lainnya dan
instansi terkait dalam rangka pencegahan dan
penanggulangan bahaya kebakaran;

pelaporan pelaksanaan tugas bidang pemadam bahaya
kebakaran; dan

pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh Kepala Satuan.

Pasal 27

Bidang Pemadam Bahaya Kebakaran mempunyai tugas
sebagai berikut :

a.

b.

merumuskan kebijakan teknis dibidang pemadam
bahaya kebakaran;

mendistribusikan tugas bidang pemadam bahaya
kebakaran, dan memberikan petunjuk pelaksanaan
kegiatan kepada seksi yang dibawahinya;

. melaksanakan  pencegahan dan  penanggulangan

terhadap bahaya kebakaran;

melaksanakan pengawasan dan pembinaan kepada
masyarakat dan pelaku usaha dalam penggunaan alat
pemadam bahaya kebakaran;

. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan fasilitas

penunjang operasional pemadam bahaya;

melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan
kepada  masyarakat terhadap pencegahan  dan
penanggulangan bahaya kebakaran;

melaksanakan pembinaan, memotivasi dan pengawasan
melekat terhadap para kepala seksi yang dibawahinya
dalam rangka peningkatan produktivitas kerja serta
pengembangan karir;

melaksanakan koordinasi dengan bidang lainnya dan
instansi terkait dalam rangka pencegahan dan
penanggulangan bahaya kebakaran;

melaporkan pelaksanaan tugas bidang pemadam bahaya
kebakaran; dan

j.melaksanakan...
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j- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh kepala satuan.

Pasal 28

(1) Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Pemadam
Bahaya Kebakaran, mempunyai tugas sebagai berikut :

a.

merumuskan rencana dan langkah-langkah
operasional  kegiatan seksi pencegahan dan
penanggulangan pemadam bahaya kebakaran untuk
meningkatkan mutu serta pelayanan terhadap
masyarakat melalui kegiatan pencegahan dan
penanggulangan bahaya kebakaran;

mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan
oleh kepala bidang pemadam bahaya kebakaran;

. memberikan bimbingan, penyuluhan teknis dan

pembinaan kepada masyarakat, pelaku wusaha,
pemukiman masyarakat, dan lainnya dalam rangka
pencegahan bahaya kebakaran;

melaksanakan tugas penanggulangan dengan segera
terhadap bahaya kebakaran dengan menggunakan
peralatan yang tersedia;

. melakukaan koordinasi dan konsultasi dengan

instansi terkait dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;

menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan
tugas seksi pencegahan dan penanggulangan bahaya
kebakaran; dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

(2) Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Pemadam Bahaya
Kebakaran, mempunyai tugas sebagai berikut :

a.

b.

C.

d.

merumuskan rencana dan langkah-langkah
operasional kegiatan seksi pemeliharaan dan
perawatan pemadam bahaya kebakaran agar sarana
dan prasarana yang ada dapat berfungsi dengan baik
guna meningkatkan mutu serta pelayanan terhadap
masyarakat;

mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan
oleh kepala bidang pemadam bahaya kebakaran;

melakukan pemeliharaan rutin terhadap kendaraan
operasional dan alat penunjang kerja lainnya agar
dapat berfungsi dengan baik;

melakukan perawatan secara berkala kendaraan
operasional, alat penunjang dan perlengkapan lainnya
sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

e.melakukan ...
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e. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi
terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

f. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan
tugas seksi pemeliharaan dan perawatan pemadam
bahaya kebakaran; dan

g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

BAB VI
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

Kelompok  Jabatan  Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota sesuai
dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 30

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional
yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan.

(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior yang ditunjuk.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan.

(5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka
Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 54 Tahun 2008
tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi
Pamong Praja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal...
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Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 6 Oktober 2014

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto
H.S.N.PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 6 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. PARIGAN

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2014 NOMOR 66

—=.._Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ASRON ERWADILSH. M.Hum
PEMBINA / IV &
MNIP. 19880806 1985803 1 004
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PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGAU

NOMOR 66 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
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